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rerusahaan Dinas Pasar sebugel salah satu Unit Orgonisasi 4 =
lingkungan. Pemerintabh Kotamadys Daerah Tingkat I1 Surgbaya dalam
ugaha peningkatan pendapatan Daerah dari sektor vretribusi daerah
sorta peningkatan pelayenen.kepads mesyarekat khususnya dalam
pengusshaan tempat borjualan yang momenuhi psrsyaratan boserta
prasarsnanya, periu ditingkatkan kemampuan unit organisasi fer =
sebut dengan memimjan kembgli Struktur Organisasi dan Tota Kor -
Janya §

Untuk fercapainya maksud tersebut pada hurnf a Konsideran ini
perlu diberikan Otonomi yang memadal demgan mengubsh Status Diw
nad Uerusghaan Fagar menjadi Perusahaan Dacrah Pagaor yang ketenw
tuan=ketontuannya dituangken dnlam suatu Peraturan Daerahs

Undang~undang Nomor 5 taghun 1974 tentang Pokokepokck Femerintabe
an di Dasrah §

Undang=-undang Nomor 16 tahun 4950 tentang Fembentukan Dacrah Ko
ta Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Pimur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Decorah Istimewn Yogyakarta junoto Undangeundang Nomor
2 tshun 1965 3

Undeng=undang Nomor 5 tzhun 1962 tontang Perusahaon Docrsh juneoto
Undang=-undang Nomor & tazhun 1969

Keputusgn Menteri Dalam Negori Nomor 536666 tahggsl 7 Oktober
1981 tentang Petunjuk Pelaksanscan Pongangkatan dan Pemberhentisn
Anggota Direkei dan Badan Tengawas TPerusahaan Daersh }

Poraturan Dacrah Kota Besar Surabaye Nomor 25 tohun 1955 ton =
tang Urusan Pasar dalam Deorah Kota Besar Sursbaya 1
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6« Poerpturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5
tahun 1974 tentang Pendirian Pasar-pasar Swasta.
Dengan persetujuan Dewen Perwakilan Rakyat Dasrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya,
MEMUTUSKLN

MENET APKAN 1 FERATURLN DABRAH Kotamadya Daerah Tingket II Surcbaya temtang Pemben
tukan Perusahaan Daerah Fnsar Kotamadya Daerak Ting-
kat II Surabaya.

B4AB I
KETENTUSN UMUM
Pasal 1

Dalem Poraturan Daerah ini yang dimeksud dengan 3

ne Ingtansi liasan, ialsh Gubernur Kepala Danerah Tingkat I Jawa Timur

be Pemerintsh Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daersh Tingkat II
Surabaya 3

cs Kepnls Dnorah, ianlah VWaliketamadya Kepnla Daerah Tingkat II Sie
rabaya j

de Dinns Ferusshaan, ialah Dinas Perusahaan Pasar Kotamadya Daeragh
Tingkat II Surabayza 3

8¢ Perusahacn Daerah, ialah Perusahaan Daergh Pasar Hotamadya Deerch
Tingkat II Sursbayc 3

fo Dowan, ialzsh Dewan Ferwakilan Rakyat Daernh Kotamadya Daerah Ting—
kat II Surabayn j

g« Diroksi, ialah Direksi Perussghaan Daersh Pascr Kotamadya Daerzh
Tingkat II Surabaya j

h, Badzn Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daersh Pasar Kota—
madys Daerah Tingkat II Surabaya ;

ie Pasar, islah suatu tempat baik terbuka maupun tertutup dengan se~
gala kelongkapannya milik dan atau dibawsh
pengawasan romerintah Kotamadya Daerah Tinge
kat II Surabaya yang dipergunakan untuk kegiagte
an perdagangan baik barang maupun jasas

B4B II
PENDIRIAN
Fosal 2

(1) Dengan Feraturan Daerah ini didiriken suatu Perusshaan Dnergh se-—
bagal perubahan dan peningkatan status Dinps Perusahaan Daerah
Pasar yang telah ditetapkan terakhir berdasarkan Keputusan Walie
kotamadya Kepala Daersh Tingkat II Surabaya Nomor 106/WK/1981 j

(2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan gerta usaha
dari Dinas Uerusshaan Dasrah beralih kepnda Ferusahaan Daersh
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(3) Peloksanaan pengalihan sebagaimana dimakaud pada ayet (2) pasal
ini, diatur oleh Kepala Daerah ;

{4) Dengan tidsk mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Feraturan Dae=
ra2h ini, terhadap Ferusahaan Dasrsh berlaku segala hukum Indonee—
gsin yang menyangkui Ferusahaan Daersh dimagksud.

BiL3B I11
TEMEAT KEDUDUKAN DaN LARANGAN USAHA
Fasal 3

Ferusahoan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Surabayae
Fasal 4

(1) Perusshaan Daersh mengusahakan dan menyediskan fasilitas Fasar ba-
gi penduduk diwilayah Kotamadya Deersh Tingkst II Surabaya dan so-
kitarnya ;

(2) Perusohaan Daersh tersebut pada ayat (1) pamal ini mengelola ateu
menguasai sebanyak 63 (enam puluh tign) Unit-unit Fasar sebagai~
mane tersebut dalam Lampiran Peraturan Daersh ini ;

(3) Unit=unit pasar tersebut pada oyat (2) ini mosingemasing dipimpin
oleh Kepala Unit Fasar yang diangkat dan diberhent ikan oleh Direk=
si Forusahaan Daerah Fasar.

BisB IV
SIFGT DAN TUJUAN FPERUSHLHLAN DABRRAH
fasal 5

(1) Ferugshaan ini adalah suatu perusshasn yang bersifat menyediakan
josa, menyelenggarakan kemanfaatan wmm serta memupuk pendapatan
Dnersh

(2) Tujuan Ferusshaan Daerah ialah turut sertn melaksanakan :
as Pembangunan Dacrah khususnya dan
be Pembangunan perekonomian nasional umumnya dalam rangks meninge
katkan kese jahterzan dan memenuhi kebutuhan rakyat memju moe
syarakat a2dil den makmur bordasarkan Pancagila dan Undang-un-
dnng Dasar 1945,

B4 B v
MODAL
Pasal &

(1) Modal Perusshaan Daerah seluruhnys terdiri atas kekayaan Pemerine
tah Drorsh yang dipisahkan ;

(2) Jumloh modal Perusahasn Daerah seperti dimakeud pada ayat (1) paw
sal ini gitetapkan sebesar Rp. 12.8054996.160,20 (dua belas mil-
Yar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam
ribu seratus enam puluh rupiah dua puluh son) dengan perincian
lebih lanjut sebaganimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daergh
ini
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{3) Nernoa pemmilaan Perusshaan Daerah terdiri ates semua aktiva dan pa=
siva dealam bidang penguschaan fasilitas perpasaran sampai saat ber =
lakunys Peraturan Daernh ini yong dialihken gesuai dengan ketentunn
dnlam pasnl 2 oy -t (1) Peraturan Deerch ini

(4) Modal Peruschann Daerah tersebut pada ayat (1), (2) dan ayat (3) po=
gal ini, dengan persetujuan Dewan dapat ditnmboh bempa penyisihan

dari Anggoran rendapatan dan Belanja Daerah ;

(5) semua olat likwide disimpan dalam Bank Fembangunan Daerah dan Bank=
bark Pemerintah Iainnyn.

BAB VI
FENGANGKATAN DAN FEMBERUENTIAN 4NGGOT. DIREKSI
Pagsal 7

Warat-agyarst Anggota Direksi i

{1) inggota Direksi adalah Warga Negara Indonegin 3

(2) inggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai shlak dan moral
¥ang baik 3

(3) inggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan
Dnergh

(4) snggots Direkmi %idak diperkenankan merangkap pekerjaan atan jabatan
¢ksekutip lainnys, tonpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah 3

(5) anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidsk pernsh melakukan
kegintan yang morugikan kepentingan Negers atan +indakanetindakan
yang teroela dibidang Perasshnaan Daerah 3

(6) intore inggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dera-
jot ketigr, baik menurdh garis lums maupun garis kesamping, termasuk
menariu don ipar ;

(7) Apabila sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang
terlarang tersebut, untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan
ijin Kepnla Daerah yang bersangkutan setelsh mendengar pertimbangan
Ingtansi Atosan.

Fasal 8

fengangkztan Anggota Direksi

(1) inggota Dircksi terdiri atas sebanyak-baryaknya 3 {tiga) orang ;

(2) Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pogal ini ditetapkan seoranz
sebagni Direktur Ulama dan seorang lainnya sebagai Direktur ;

(3) fvggota Direksi diangkat oleh Kepanla Dnersh atnas usul Badan Pengawas
untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat Qiangkat kembali setelah
masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kem
bali 3 )

(4) sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Ang-
gota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan pringip kepada
Ingtansi itasan ;
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(5) Soticp pormohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi
disemping oleh Kepala Daerah secara lengksp kepada Instansi Atasan,
dongan dilampiri keterangan/identitas calon .nggota Direksi ysng bep
sangkutan bempa ¢
2e Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memunt pendidikan dan pengalow
mon korja 3

be Surat pernyataan Kepala Dacrah yang menyataksn bahwa antara oglon
inggota Direksi yang diusulkan tidsk mempunyai hubungan kelusrgn
snmpni dersjat ketign, baik menurut garis lurus maupun garis kesam
ping termasuk menantu dan ipar ;

o« Pondapat, saranesaron dan pertimbangsn lainnya atas calon-onlon
yang diusulkan j

de Pas photo (ukuran 4 x 6 )

(6) Fermahonan persetujuan prinsip pada ayat (5) prsal ini disampezikan
eleh Kepaln Dacrah sclambatelambatnya 3 (tigc) bulan sebelum mosa
Jnbatan Anggota Direksi yang lema berakhir

(7) G2ji dan penghasilan lainnyn dari inggotn Direksi ditetapkan oleh Ko
pals Dnerah atas usul Baden Fengawas,.

Pasal 9

Pemberhont inn /Anggot~ Direksi

(1) inggotn Direksi diberhentikan atau dapat diberhont ikan oleh Kepala
Doporch, moskipun masa Jjabatannya belum berakhir, karena @

e moninggel dunia

bs permintaan sendiri ;

0e melnkukan sesuatn yang bersikap merugikan Poruszhaan Daerzh atau
bertontangan dengan kepentingan Nogara §

d. sssuntu hal yang mengakibatkan ia tidnk molaoksanskan tugosmya so-
onrn wojar 3

(2) Khusus dalam hal didugs terdapat $uduhan tersobut pada ayat (1) huruf
¢ posal ini, Lnggota Direksl yang bersangkutan diberhent ikan untuk see-
montnrn dari tugnsnya oleh Kepals Daerah scsuni dengan usul Badan Pew
ngawne §

(3) Pomborhontian sementara tersebut pada nyat (2) pasal ini diberit=hu-
kan sgconra tertulis kepada fAnggota Dircksi yang bersangkutan, Badan
Pengnhwng dan /nggota Direksi lainnyas digertni alasanewalasan yang moe-
nycbrbknn pemberhent ian sementars terschbut ;

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagnimana torsebut padsn
aynt (3) pasal ini dilakukan hal-hnl sebagai berikut
as lnggeta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membels

diri dalam suatu sidang yang khusus diadskan untuk itu oleh Badan
Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulen scjok Anggots Direksi tersobut
diberitahukan tentang pemberhentian sementaranys ;
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bs Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangs-
an tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputus
kan oleh Badan Fengawas 3

¢e Dalnm sidang tersebut, Badan Fengawas momutusken apakah Anggota Diroke
si yong boersangkutan tetap diusulkan unduk diberhentikan atau pember-
hontian sementars tersebut dibatalkan dnn segera meryampaikan Koeputusw
annyn seoara tertulis kepada Xepala Doerah j

de Selnmbatelambatnya 1 (satu)bulan sejak diterimanya Xeputusan sidang
torsebut pada huruf ¢ ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan
dan menyampaikan secara tertulis kepada finggoto Direksi yang bersang-
kutan, Badan rengawas dan Anggota Direksi lainnya.
Dalam hal pemberitghunan tersebut tidok dilakukan dalam waktu yong die
tentukan, pemberhentian semontara tersebut menjadi batal menurut hukum ;

6e Apsbila sidang tersebut pada buruf d ~yst ini tidak diadakan oleh Baw
izn bengawas delam waktu 1 (satu) bulan setolah pemberhemtian sement ow
ro temsebut diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, usul
pemborhontian dimaksud ayat (2) pasal ini den Koputusan pemberhentinn
sementsra oleh Kepala Dacrah yang bersapgkuton menjadi batal menurut
hulcam

fo Apobila Keputusan Kepala Daerah pads huruf ¢ ayot ini tidek dapat die
setujui Direksi yang bersangkutan atau oleh Badan Pengawas, pihak yang
borsaongkutan dapat mengajukan permohonan banding sceara tortulis kepa=-
da Instansi atasan dengan disertai alasanwalasan dakam waktu 2 (dua)
minggu setielah pemberitahuan tenmtang Keputusnn termaksud diterimanya.
Instnsi atnsan mengambil Keputusan terhndap banding tersebut selame
bot=lambatnya dalam waktu 2 (dwua) bulan sejrk surat banding diterimae
nys~e Koputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

ggs Aprbils Instansi atasan tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan
bonding tersebut dalam waktu yang ditotapkan pada huruf a ayat ini,
Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batol menurut hukum, schinggn
permohonan banding yang bersangkutan dionggap diterimae.

Pasal 10

(4) Direksi melnksanakan tugas pengurusan dnn pembinaan Perusshaan memirud
kebijoksanaan yang telsh ditetapkan oleh Badnn Fengawas sesuzi dongan

kebijoksanaan umm Femerintah Daerah

(2) Ponjabaran tugas dan tata cara menjalankan Porusshaan diatyr lebih
lanjut dalam poraturan yang ditetapkean oleh Direksi dengan porscfu—
juan Badan ¥engawas.

Fasal 11

{1) Dircksi mewakili Perusahaan diluar dan didalem Pengadilan
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(2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak don kewajiban tersebut pada
ayat (1) pasal ini kepada scorang atau beberapn orang pegawai Por-
uaahaan, baik sendiri maupun bersama=gama atsuw kepada orang atau
badan hukum lain.

rasal 12

(1) Dengan persotujuan Kepala Daerah sorta mendengar atau mendspatkon
portimbangan Fimpinan Dewan, Direksi dnpat melakukan ketentuan-ke-
tontusn sebagai berikut
ne Mongndnkan perjanjian hutang-piutang dengan pihnk ketigs ;
be Hengikat Ferusahnan sabagni penjamin ;
¢e Memperoleh, memindah tangnnkan dan membebanknn bendawbenda totap

{bendnmbenda tidnk bergerak) ;

(2) Ketentusn dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kemudinn harus mendnpate
kan pongeszhan dari Gubernur Kepala Daerch Tingkat I Jawa Timur,

Fasal 13

itas persetujuan Kepala Daersh setelah didengar atou mondapatkan pert ime
bangan dari Pimpinan Dewan, Direksi dapat menctspkan kebijaksanaan me —
nyangiut tarip.

B4 B VII
FENGANGKAT SN DAN FEMBERHENT LiN
ANGGOT 4 BADAN FENGAWLS

rasal 14

Syarat-gynret Anggota Baden Fengawas

(1) Lnggotn Badan Pongawss adalah Warga Negere Indonesia g

(2) snggots Brdan Fengawas memiliki keshlian serts mempunyai ahlok dan
morzl yang baik

(3) snggoto Brdan Fengawas bertempat tinggnl ditempat kedudukan Feruso-
haan Daerqh 3

(4) snggota Badan Pengawas tordiri dari orang—orang yong tidsk pernph mo~
lnkukan kegintan yang merugikan kepent ingen Negar~ dan atau tindakan
tindslgan yang tercela dibidang Ferusashaan Daernh §

(5) Antarn sesama snggota Badan Pengawas dan antars Anggota Badan Penge
awns dengan Anggota Direksi tidak boleh odr hubungan keluarga sampai
dernjot ketiga, baik menurut gsris lurus moupun goris kesamping terw
masuk mennntu dan ipar 3

(6) ipobila sedudsh pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga
yang terlarang tersebut, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin
tortulis dari Kepala Daerah setelah mendengar portimbangan Instansi
atrsan.

Faznl 15

Pangongkntan jngzgotn Badan Pongawos 3
(1) ingeotz Bodan Fongawas terdiri atas sebanysk=banysknya 5 (1ima) orafng;



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(8)

(9)
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Kepala Dacrash menjabat Ketua meranskap inzgota Badan Pengawas seoars

ex officio ;

Lnggota Badan Pengawas diaogkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan

selamoelomanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangket kembali setelah masa

jabatan tersebut berskhir ;

Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Deerczh tentang pengangkatan Ange

gotn Bndan Pengawas, terlebih daohulu dimintakan poersetujuan prinsip

kepnde Instansi atasan ;

Setinp permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pe=

ngowas disampaikan oleh Kepala Daerah seonra lengkap kepada Instansi

atnasan dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badon Pew

cwas yang bersangkutan berupa 3

ts DnfHor Riwayat Hidup lengkap yang memust pendidikan dan pengalomen
kerja ;

be Suret pernyataan Kepala Paerah yang menyatakan bahwa antarz oalon
inggota Badan Fengawas yang diusulkon tidok mempunyai hubungan Ko
luarga sampai derajat ketiga, baik merurut goris lurus maupun go-
ris kosamping, termasuk menantu dan iper ;

cs Pendapat, soran dan pertimbangan lainnya atas calomeonlon yong die-
usulian

de Pos photo (ukuran 4 x 6 ) ;

Keprlo Doerah yang menjabat Ketua merangkap fnggota Badan fengawas di-

keoualikan dari ketentuan ayat (4) dan (5) pasal ini ;

Pormohonan persetujuan prinsip sebagaimam tersebut pada ayat (5) pow

sal ini disampaikan oleh Kepala Daergh selambate=lambatnya 3 (tiga) B

1nn sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengowas yang lama berakhir ;

Ingtonsi atosan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak doe

pat diangkat calon fLnggota Badan Pengowns yang diusulkan sebagai Boe

dan Fongawas ;

Ketun dan Anggota Badan Fengawas menerimn uang jasa yang besarrya di~

tetapknn oleh Kepala Dnerah dan dibebankan kepada Perusahaah Dzorahe

Pasal 16

Pemberhonti-n Anggota Badan Pengawas :

(1)

Anggotn Badan ¥engawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh

Kopala Dnerah mosgkipun masa Jjabatannya belum beprakhir karena @

2. meninggal dunia 3

be melakukar seésuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah

¢s sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas=
Iy seoara wajar

Pemberhent ian termaksud pada huruf ¢ dan d dilakukan dengan Keputusan

Kepala Daerah j



(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

-9 =

Khusus dalam hal diduga terdapat tuduban tersebut pada huruf o ayat

(1) pasal ini, Anggota Bzdan Tengawas yong bersangkutan diberhenti=-

kan umtuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah j

Femberhentinn sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepa=

da Ainggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Dircksi dan Anggota Bom

dan Eengawas lainnya disertai alasabwalasan yong menyebabkan pember-

hentirn sementara terscbut ;

Dalam hzl terjadi pemberhentian sementara sebagnimana tersebut poadp

avat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebrgni berikut :

ce Anggot~ Badan Pengawns yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membel: diri dalam sustu sidang yang khusus dindzkan untuk itu
dnlam woktu 1 {satu) bulan sejak Anggot: Badnn Fengawas tersebut
diboritahukan tentang pemberhentian sementaoranya

be fipebila Anggota Badan Fengawas yang bersengkutan tidak hadir dow-
l»m persidangan tersebut, yang bersangkuton dianggap menerima apa
pun yong telah diputuskan

cs Dolom sidang torsebut diputuskan apakah Anggota Badan Fengawas
yang bersangkutzan tetap diusulkan unfuk diberhont iken ataun pem-
berhentian sementara tersebut dibatalkan dan sogera menyampaikan
Keputusannya secara tertulis kepnda Xepnla Doerah ;

de Selnmbot—lambatnya 1 (satu) tulan sejzk diterimanya Keputusan si-
deng tersebut pada huruf ¢ ayat ini, Kepaln Daerah mengeluarknan
Keputusannya dan menyampnikan secara tortulis kepada Anggota Ba=
don Pengawns yang bersangkutan, Direksi dan Angpota Badan Pengawas
lninnyce Dalam hal penyamp=ian Koputusan tidok dilalukan dalom wak
tu yang ditentukan, pemberhentian somentarn tersebut menjadi batal
mepurut hukum

Apabils sidang tersebut pada =yat {4) pasal ini tidak disdakan dalam

wiktu 1 {satu) bulan setelah pemberhentinn sementara tersebut diberi-

tohukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, usul pemberhentian di-

makeud pada ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara

cleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjzdi batal memurut hulum ;

Apabila Koputusnn Kepala Dnerah tersebut pada oyat (4) huruf d pasal
ini tidak dapat disetujui oleh .nggota Brdon Fengawns yang bersange

kutnn, yang bersangkutan dapat mengajukon permohonan banding secaran

tertulis kepnda Instansi atasan dengan disertai alasnnealasan dalam

woktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Xeputusan termake
sud diterimanya ;

4pabiln Instansi atasan tidak mengambil Keputusan terhadap permohone
an banding tersebut dalam waktu yang ditctapkan pada huruf s ayat (4)
pasal ini, Keputusan Kepala Daerah tersebut berloku dengan sendirie

ny2 sehingga permohonan banding yanz bersangkutan dianggap tidak die
terima,



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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B4B VIIX
KEPEGAWA IAN
Fasal 17

Sebelum Anggota Direksi dan fnggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya,
terhadap yang bersangkutan terlebih dsghulu oleh Kepnala Daerah dilskukan
poelamt ikan dan pengambilan sumpah jabatan 3

Setinp pohgangkatan dan pemberhentian Anggots Dircksi dan Anggota Badan
FPengauwns ngar diberitahukan kepada Menteri Dnlam Negeri ;

Keduduknn hukum, gaji, wang pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain
dari Dircksi dan pegawsi atau pekerja Ferusashnan Daerah diatur dengan
israoturan Dacrah dongan memperhatikan ketentuan~ketentuan pokok kepego
waian dan Peractursn Gaji yang berlakm

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai atzu pekerja Perusahaan
Daersh mengikuti ketentuan dalam Feraturan Kepegawaian dengan persetuju=
an Badnn Fengawas berdasarkan rferaturan Fokok Kepogowaian dimaksud pada
ayat (3) pceal ind,

BLB X
TANOGUNG JiWAB DAN TUNTUTAN GALNTI RUGE
Fassl 18

Semua pegawsd Forusahaan Dacrah termasuk Anggots Direksi yang tidsk di-
bebani tuges penyimpanan uang, suratesurat berharga dan barangebarang
perscedinan yang karena tindakan melawan hukum otau karona melalaikan kew
wajiban den_tugns yang dibebankan kepada mereks secara langsung atan ti-
dak langsung tcloh menimbulkan kerugisn bagi Perusahaan Dacrah, yang bexn
sangkutsan diwnjibkan mengganti kerugian terscbut ;

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pogawai Daerah
berlaku scpenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Dnergh

Semua surat bukti dan suratesurat lainnya sebagaimanapun sifaotnya yang
termasuk bilnngan tats buku dan administrasi Perusnhaan disimpan pada
kantor Perusahaan Daerah.

BAB X
TAHUN RUKU
Fasal 19

Tahun buku Perusshaan Daersh adalah tahun takwin,

(1)

BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 20

Selambat=lnmbatnys 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, mas=
ka Direksi mengajukan rencana ahggaran Ferusnhaan umtuk dimintakan porw
setujuan dari Badon Pengawas ;



(2) Rencanz .nggoran Ferusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku so-
penuhnys jikn Badan Pengawas tidak mengajukan keboratan sampai saat bore
lakunya tahun buku berikutnya ;

(3) Anggapvan tambrhan acou Forubshan Apggaran yang terjdi dalam tahun buku
yang bersengkutan harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Badan
Pengawnse

B4sB ¥I1I
L:ZPORAN FERHITUNGAN HASIL USABRA
BERKALA DiN KEGIATAN rERUSLHALN
Pasal 21

Laporan berkala poerhitungan hasil ussha dan kegistan perusahaan disampaikan
eleh Direcksi kepads Kepala Dasrah setiap 3 (tiga) bulan,

B4AB XIII
LAYORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Fasal 22

(1) setiap akhir tohun buku Direksi berkewnjiban monyampsikan noraca dan ber—
ikut daftar rugi labs kepada Kepala Daerah sclsmbatelambatnya 3 (tiga)
bulan segudsh tahun buku ;

(2) Cara ponilainn pos dalam nersca tahunan harus jelas 3

(3) Kepala Deersh mengesahkan neraca tshunan setclsh neracz tahunan terso-
but mendapst penilnian dori ikuntan Negara atau Akumban Publik yong die
tunjuk oleh Kepala Dacrah atsu pejabat yang berwenang ;

(4) setelsh nercen tahunan dimaksud pada ayet (1) pasal ini disahkan oleh
Kepala Dzerzh, Dircksi dibebaskan deri pertonggungan jiw-b torhadap

s¢galn sesuptu yonz termuat dalam neracr tersebut,

BALAB XIvV
FENETATAN DAN FENGOUNAAN LABS
SERT. rEMBERILN J:3i1 FRODUKSI
Fasal 23
(1) Cadangan diam dan atsu rahasia tidak boleh dindakan 3

(2) Pengguncen 1aba borsih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadang=
an tujupn dolam Porusahnan ditetapkan sebagai berikut
ns Untuk Anggaran Fembangunan Daerah 30 % (tign puluh perseratus) ;
b. Untuk Lnggaran Rutin Daerah 25 % {dus puluh lima perseratus) ;
ce Untuk cadangan wnum 15 % {lima belas perscratus) ;
de Untuk Sosisl dan Pendidikan 10 % (sepuluh perseratus) ;
es Unfuk jnso produksi 10 ¢ (sepuluh perser~tus) 3

f. Untuk sumbangan dan pengiunan dan sebagainya 10 % {sepuluh perse=
ratus) H



(3) Penggunaah laba untuk cadangan umum bilamane telsh tercapai tujuannya
dapat diglihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah

(4) Penguruern dan pengmunaan dana penyusutan serta ozdangan tujuan diten
tukan oleh Badan Fengawns.

B LB XV
PENG AWASLN
Pagal 24

(1) Dengon tidak mongurangi hak dari Instansi lain yang menurut ketontuan
per=Undeng=undangan yanz berlaku berwenang mengadaken penyelidikan dan
pemeriksnon tentang segala sesuatu mengenai fugrs pengurusan rumsh tangs
g1 dacrah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Inspektorst Kotamadya Dmerah
Tingkot IT Surabaya untuk molakukan pengawasan dan pemeriksaan atau
pengalolaan serta pertanggungan jowsb dan hasil pengawasan dan peme=
riksaan disampnikan kepada Kepnla Daersh

(2} Akuntan Negnra borwonang melaknkan pemeriksaan atas pongurusan serta
pertanggungan jawab Ferusshaan Daerah.

B4AB XVI
YEMBUBALRLN
Pas=2l 25

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditctapkan dengsn suatu Peraturan Daersh

(2) Dolom likwidasi, Tonerinteh Daerah bertanggung jawsb atas kerugian yang
didarits oloh pihak ketiga, apabila kerugian torsebut disebabkan olch
karena neracz dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak mehgme

gambarkan keadnan Perusahaan yang sebenarnyae

B4iB RVII
KETENPUAN PER;:L]}L'EN
Pasal 26

Sambil menunggu ketentuan kepegawaian yang dimsksud dalam pasal 17 Perature
an Daerah ini, holwhal yang menyangkut masalah kepogawnian akan diatur tere
sendiri eleh XKepnla Daerah dengan barpedoman kepada Undang-undang tentang
Fokok=pokok Kepegawaian yang berlaku.

Pasal 27

Selama pengnlihan status Perusnhaan Dinas menjadi Porusahaan Daerah pada
Faraturan Daerah inl belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam pasal
2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, meke Dinss Perusahgan dimaksud tetap me-
laksanaknn tuges dan kewajibannya sebagaimana yang telah 2da.
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B 4B

XVIII

KETENTULN FPENUIUP

(1) Halehal lain yang ceium diatur dalam Feraturan Deerah

mengenai pelaksanaannys akan diatur lebih lanjut olch

(2} Poraturcn Daersh ini disebut Foraturan Daerah tentang

Pasal

28

ini, sepanjang

Kepala Daerah %

rembentukan rerw

usahaan Daersh Pasar Ketamadya Daerah Tingkst II Surabaya ;

(3) 5¢jak berlakunyn Foraturan Daerah ini dinystaken dicabut dan tidak ber—
lakn 12gi segala ketentuanwketentuan lain ysng pernsh ditetapkan sebew

lumnys sepanjang berteniangan dengan ketentuaneketentuan dnlam Ferstur-

ah Danerah ini,

29

Fasal

Persturan Deorah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN FERWAKIL,N RiXYAT DAERGH

KOTLMADYS DARRAH TINGKLT IT SURABAYS

Ketus,

$td

H. EDDY SOBTRISIO

Surabsya, 27 Mei 1982

WALIKOT:MADYA KEY LA DAERAH
TINGKAT XTI SURABAYA

ttd

Drse MOEHADIT WIDJLJA

Digzhkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daergh Tingkat I Jawa Timur tange
gal 21 September 1983 Nomor 275/F tahun 1983.

fiene GUEERNUR KEPAL) DIERAH TINGKAT I
JLW, TIMUR
fsisten I Sekretaris Wilayah/Dserah
ttd

MARSITO RASMAN, Mi
NIF., 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dasrah Tingkat II Surabaya ta-
hun 1983 Seri G pada tanggal 1 Nopember 1983 Nomor 8/C.

Balinan sesuni dongsn aslinya
Sekretaris Kotamadya Dacrah
Tingkat IY Surabaya
e, w.b,

-" 't;! " 5';(.0 oy

,\ Organisasi & Tatalaksana

A.n. WALTKOTAMADYA XEPALA TUERAH
TINGKAT IT SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drg. SUBAGYO KARTQSUDIRQ
NIP, 010015779




PENJEL.S.;N PERLTUR;N DAERAH KOT MADYA DAERLH TINGKAT II SURAB.YA
NOMOR 10 T4HUNF 1982
TENTANG
FPEMBENTUKAN FERUSAHAAN DIERAH FPASLR
KOT:iMADYL DABERAH TINGKAT II SURLABLYA

FENJEL)SAN UMUM, :

Perkombhangan kota yang sangat pesat ditinjou dnri berbagai bidang mow
nunttt ant=rn lain perlussan dan pernyompurnaan prasaraha=prasarana serta To=
ta Korja Uniteunit Organissasi dilingkungan Temerintgh Kotamadya Dacrah Tinge
kat IT1 Sursb~yn sehinggs dapat dicapei effisiensi ynng sebesar-besarnyn da =
lem rangk:s peningkatan pelayanan Pemerintah Dreroh kepnda masyarakat.

forkembnnzan jumlah pendiduk kota Surabayn yong berjalan sangnt pesct
menuntut jugn adanya penambghanepenambohan tempat berjuslan yang memenubi sya:
rat beserin prosarangwprasarananya sebaogai akibst semakin bertambah luasnye
perindustrinn dnn perdagangan,

Sobelum ditetapkannya Feraturan Daerah ini, pongclolnan Fasar sebagni
tempat berjuslan dengan segaln prasarananya diloksonoknn ocleh Dinag Feruschn=
an yang dnlnm rangka peningkatan days guna dan hosil guns penyelenggaroan tus
gas=tuzasnyr perlu diberikan gtonom yang lebih lunse Uszha kearah itu sebagnie
mana dintur dalsm Teraturan Dzerah ini adalsh dengan oara memberikan Status

Unit Orgsniscei yang mengelols pasar-pasar tersebut sebngai Forusahaan Dacrzh.

Dengon bentuk Porusahaan Daerah tersebut, dopet diharapkan usalpn untuk
meningkntkon mobilitas kegiastan Unit Organisasi tersebut dapat dicnpai termoe
suk didolamnyn usszha peningkatan modal yong seloma ini tergantung dari shg-
garan semepintah Daerash, Tujusn ini dapat dienpsi korenn Ferusahnan Deersh
¥ang pembontukonnya dilandasi oleh Peraturan Drerch ini adalah merupakan Bo=
dan Hukum y~ng mempunyz2i Otonomi yang luas. Dong:n Otonomi yang luas terso =
but yahg renlisnsinya didasarkan oleh ketentunn-ketontusn Peraturan Dzernh
ini, Peruschnon Daersh dapat mengadakan hubungan hutang piutang dengan pihck
ket ign sotel-h memperoleh persetujusn dari Kepsla Deorsh dan Dowan sertn mem

peroleh pengosthan dari Gubernur.

Modzl Ferusahann Tnerpgh terdiri atas kekoyaan Daerah yang dipisshkuan
yang besornys sccara nominatif ditetapkan dengan perincian sebagaimatn tore

terz dalam Lompiren Per~turan Daerah ini,

Digamping kewenangan-kewenangan yang telnh dignmbarkan dintas, fere
usahaan Deerch mempunyai kewenangan-kewenangan lroin yong lebih menjamin ko
leluasnan deri Peruschaan Daerah terscbut antarn l-in juga dapat mengikgte
kan Terusahnan sebagal penjamin, mempercleh, memindah tangankan dan atnu
membebankan bondo=benda tetap setelah memperoleh persetujuan Kepala Dacrzh
dan Dewnn sertn mempercoleh pengssahan dari Gubernur,
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Loebih dori pada itu berbeds dengan Unit=-unit Orgzanisasi lain dilingkunzan Fow
merintoh Dnorgh yang bertugns menggali pondepatan~pendapatan daersh, Perusgha=
an Daerah dimaksud szebagaimana juga Ferugahasn Dacrah yang Ilain sebagonimang die
atur dalnm Poraturan Daerzh ini berhak untuk menetaopkan kebijaksanaan tarip

atag persctujuan Kepala Daerah setelah mendongerknn pertimbangan Fimpinan Dewsn.

Dengnn dikembangkanrya kewenanzan Din~s Ferusahaan menjadi Perusaho—
an Dasrah bordasarkan Feraturan Daorah ini dapet diharapkan pula peningk-tan
pelayanan kepada masyarakat dibidang perpasaran dnn dilain pihak dapat diting-
katkan pendapatan dacrah yang merupakan gyarst uatuk tercapainya peningkatan
pelaynhan kepada masyarakat dalam artian ynng lebih luas. Hal tersebut dspat
dengan rudsh dipahami karona Perusshaan Daersh dengnn saham tunggal deri Peme-
rintnh Dnersh mengemban tugas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan tugns
femerintoh Dacrah sendiri sebagai pelaksanaan pelaynnan umum,

Dengan ditetapkannya feraturan Dgernh ini, perubshan status Dinas
Ferusohasn menjadi Perusahaan Daerah tolah momiliki landasan hukum yang kuat
gesuai ketontuan per-Undang-undangan yang berlaoku khususnya Undang-undang No-
mor 5 tahun 1962 tentang Fembestukan Ferusahazn Drerah juncto Undang-undang
Nomer 6 tahun 1969.

EBNJELASAN FASAL TEMI FASAL -

Pasal 1
Fasel 2 synt (1)

Cukup jelas i

Dengan berlakunys Peraturan Doersh ini maks bone
tuk Perusahaan Daerah dimaksud telsh memiliki
landasan hukum,

ayrt (2) + Cukup Jjelas ;
ay=t (3) : Kotentuan ini dimaksudkan agar pengalihan status
Dinas Perusah-zn menjadi Perusshaan Deerch dapat
dilaksanakan dengnn scbhaik-baiknya.
ayat (4) s Cukup jelas ;
Fasal 3 sampai dongan Faseal 5 1 Cukup jelas ;
Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas ;
ayst (2) : Bahwa modal awzl Perusahean secara menyeluruh

merupekan kekaynan Dnersh yang dipisahkan dari
Anggaran Cendopatan dan Belanja Daersh, yeng Jju-
mlashnya telah diperinci dalam Lampiran Feratur—

an Dasrah ini,

Fasal 6 ayat (3) t Cukup jelas ;
ayat {4) H M'emungkinkan bagi Doerch untuk menamboh modal
Perusahaan dengan jolan menyisihkan lagi se jue
mlah uang kekoyaan deri Anggaran Daerah dengnn
persetujuan Dewan,.
ayat (5) : Cukup jelas 3

Pasal T ayot (1) sampai
dengan oyat (6)

Culoup jelns



Posal 8 ayst (1) sampai
dengan ayat (3)
eyat (4)

ayat (5)

Pasnl 9 sompai dengan
pasal 12

Fasel 13

Pasal 14 snmpni dengan
p=s21 16

Fasal 17

Fasrl 18 sampai dengan
pasal 24

Fasal 25 ayat (1)

ayst (2)
Fasal 26 gempni dengan
pasal 29

'

Cukup jelas ;

Yang dimaksud dengan ketentuan bahwa anggoto Dirok=
gi tidak bolch mempunyai kepemiingan pribadi langs
sung maupun tidak langsung pada suatu perkumpulan
atau perusshaan lain delam lapangan yang mencsri
laba, adslah kepentingan yang ada hubungan langsung
dengan jabatan langsung dalam Ferusahaan Daergh inig
Maksud dari pada ketontuan ini agar Direksi dapet
bekerja dengan sebnik-~baiknya daon sepenuhnys unbuk

Ferusahaan Dacrah

Cukup jelas

Fertimbangan pimpinon Dewan adalah dalem hal kebie
Jaksanoan tarip retribusi pagar setelah didengnr
pendapat fraksi=fraksi dan komisi yang bersangkutan;

Cukup jelas

Dalam Ferusahazn Daerah tidak nda pengertinn buruh
dah majikan, somua odnlch pegawai atou pokerja Pere
usahaqn, Dalam hal mengatur kedudukan hukum, gaji,
pensiun dan funjangan serta penghasilsn-penghasilan
lnin, agar terhad-p mercka berlaku ketentusneketon-
tuan yang sersgam, mcoka diperlukan adanya Feratur—
an Fokok Kepegawnian Forusahaan Dacrch yang dite=
tapkan dengan suatu Fer~turan Daerah yang berlnku
setelah memperoloh pengesahan Guborpur Kepals Dace
rsh Tingkot I Jaws Timr,

Culup jelas j

Mopgingat bahwn poembentukan Ferusahaan Dacrah dis
maksud dongan suniu Peraturan Daerah, untuk itu bie
lamana Perusahnan Deerch tersebut dibubarkan karena
tidok mungkin dilanjutkan, maka pombubaran torsebut
maupun pombentukan Fonitia Likwidasinya horus dengan
suastu Peraturan Doersh pula.

Pukup jelas ;

Cukup jelas.

000
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